SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemernntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Rava, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarat Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabhun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Menetapkan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {lLembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkal Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota vang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

e

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyvelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai
aparatur sipil negara yvang bertanggung jawab
melaksanakan  kegiatan pelayanan publik  serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka
kredit.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Keuangan
dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas.



BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2} Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Badan vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah,
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset,
c. Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
a) Sub Bidang Kas Daerah dan Pembiayaan;
b) Sub Bidang Belanja Pegawai, Hibah dan
Bantuan: dan
c) Sub Bidang Belanja Barang Jasa Modal,
2. Bidang Akutansi, Pelaporan dan Keuangan Daerah.
membawahkan:
a) Sub Bidang Akuntansi dan Pembinaan;
b) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
dan
¢) Sub Bidang Monitoring, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah,
membawahkan:
a) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran,
b) Sub Bidang Pelaksanaan Pengendalian Anggaran;
dan
¢) Sub Bidang Informasi Keuangan Dacrah,
4. Bidang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daecrah,
membawahkan:
a) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
b) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemanlaatan;
c} Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan; dan
d. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
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Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal S

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyal tugas
pokok membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan di bidang Keuangan sesual
dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  vang  berlaku.

Menyvusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan

rancangan perubahan APBD, melaksanakan fungsi

Bendahara Umum Daerah (BUD}, menyusun laporan

keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan pengelolaan barang  milik

Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penyiapan
bahan penyusunan APBD, perubahan APBD serta
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD:;

c. pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD;

d. pengendalian pelaksanaan APBD:

e. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

f.  penetapan Surat Penyediaan Dan (SPD},

g. penyviapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan Daerah;

penyajian informasi keuangan Daerah:;

—

J. perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang
milik Daerah;

k. pengordinasian pengelolaan barang milik Daerah:

l. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan

kebutuhan dan pengganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemcliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
barang milik Daerah;

m. pengendalian dan pengawasan tugas Kuasa
Bendahara Umum Daerah {BUD);

n. pengordinasian penyusunan RKA, DPA dan DPPA
Badan Pengelola Keuangan dan Aset; dan

0. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan olch
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinva.
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BAB IV
TATA KERJA BADAN
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan dan
Aset Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal
serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat
Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinastkan, memberikan petunjuk-petunjuk,
mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah wajib
mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan
tanggung jawab kepada atasannya serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan
Pengelola Kecuangan dan Aset Daerah yang berasal
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut serta
untuk memberikan  petunjuk-petunjuk  kepada
bawahan.

Palam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat {1} Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang diwajibkan memimpin
bagian/bidang scrta stafnya secara berjenjang sesuat
dengan susunan organisasi vang ada.

Uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 7

Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.









BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

(1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon
Pejabat Struktural Eselon 11 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan
pemberhentian kepada Gubernur setelah mendapat
pertimbangan dari Tim Penilai atau Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten
Gunung Mas Dberdasarkan aturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Sub Bidang dan pemegang Jabatan
Pelaksana dan Fungsionat diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten
Gunung Mas Dberdasarkan aturan perundang-
undangan yvang berlaku.

{3) Pembinaan Kepegawaian pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan oleh
Bupati sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 9

Segala biaya vang dikcluarkan untuk pelaksanaan tugas
Badan Keuangan dan Aset Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunva Peraturan Bupati ini, maka scgala
ketentuan mengenai Badan Keuangan dan Aset Daerah
dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Dacrah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 382),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 11

Ketentuan mengenai:

a. bagan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas tercantum dalam Lampiran [; dan

b. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
tercantum dalam Lampiran II,

sebagai bagilan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 481

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19 )13



STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (TIPE A)

BADAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

KELOMPOK JABFUNG

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN

BIDANG BIDANG AKUNTANSI,
PERBENDAHARAAN PELAPORAN DAN
DAERAH KEUANGAN DAERAH
i I
m:‘g‘ngm"ﬁ AN SUB BIDANG AKUNTANSI
PEMBIATAAN - DAN PEMBINAAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
BELANJA PEGAWAL,
e aaraae 1 |~ PERTANGGUNGIJAWABAN
DARN PELAPORAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
BELANJA BARANG === MONITORING, PENDAPATAN,
JASA MODAL BELANJA DAN PEMBIAYAAN

UPTB

ASET DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN DAN KEPEGAWAIAAN PERENCANAAN DAN
ASET EVALUASI
BIDANG BIDANG
PERENCANAN PENGELOLAAN BARANG
ANGGARAN DAERAH MILIK DAERAH
| | |
SUB BIDANG SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN ANALISA KEBUTUHAN
SUB BIDANG PELAKSANAAN SUB BIDANG
PENCERDALIAN PEMELIHARAAN DAN
ANGGARAN
SUB BIDANG SUB BIDANG BUPATI GUNUNG MAS
INFORMASI KEUANGAN PENATAUSAHAAN DAN G ?
DAERAH PENGHAPUSAN
ttd
J JAYA SAMAYA MONONG



NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

a. Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

kegiatan,
pembinaan,
dan pemberian
teknis di bidang
pengelolaan administrasi umum,
urusan kerumah tanggaan, humas
dan protokol, periengkapan,
dokumentast, perpustakaan dan
kearsipan serta pengelolaan
administrasi kepegawaian pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Menyusun rencana
pengoordinasian,
pengendalian
bimbingan

10.

11.

penghimpunan  kebijakan teknis administrasi
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas; |
pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman
untuk kelancaran tugas unit; '
penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai
formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit; |
pembuatan usulan permintaan pegawal sesuai
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
penyusunan daftar induk kepegawaian
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
tertibnya administrasi kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;

pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh
petunjuk lebih lanjut;

pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh
petunjuk lebih lanjut;

pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para
kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk
penvatuan pendapat;

penyusunan laporan pelaksanaan
berkala sebagai bahan evaluasi; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai dengan lingkup tugas
fungsinya.

sesuai |
untuk |

tugas secara

oleh
dan







NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

'K—épala Bidan_g Perencanaan
Anggaran Daerah

pengoordinasian penyvelenggaraan layanan
dukungan kegiatan pengelola keuangan dan aset
daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah;
pelaksanaan pelaporan tentang
program/kegiatan Badan Keuangan
Daerah; dan
pelaksanaan tugas
pimpinan sesuai
fungsinya.

kinerja
dan Aset

oleh
dan

lain yang diberikan
dengan lingkup tugas

Menyusun, melaksanakan,
perencanaan, penyiapan, itdentifikasi,
koordinasi, pembinaan,
pengembangan, pengendalian, urusan
pemerintah daerah di
Perencanaan Anggaran Daerah dan
Pengembangan sistem pengelolaan
keuangan daerah.

Bidang ,

o ®

pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam
penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan
RKAP/DPPA SKPD;

penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang
Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
pengoordinasian perencanaan
pendapatan;
pengoordinasian
daerah;
pengoordinasian
pembiayaan;
penyediaan anggaran kas; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan.

anggaran
perencanaan anggaran belanja

perencanaan allggardr
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.

11.

12.

13.

pelaksanaan pembayaran Belanja Barang Jasa dan
Modal berdasarkan permintaan pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;

pelaksanaan pelaporan atas pengeluaran belanja
barang jasa dan modal dan ;

pelaksanaan register SPM dan SP2D atas belanja
SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan
penelitian dokumen SPM;

pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar
pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
persiapan naskah surat perintah pencairan dana
(SP2D) sesuai surat perintah membayar (SPM} dan
daftar penguji SP2D serta pendistribusian lembar
SP2D;

pelaksanaan penyusunan laporan
pengadministrasian pengeluaran daerah
berdasarkan SP2D dan sumber dana;

pengendalian dan pencatatan belanja barang jasa :
dan modal berdasarkan atas pagu anggaran masing-
masing satuan organisasi perangkat daerah;
penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pada Sub Bidang Belanja Barang Jasa dan
Modal; dan

pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan
pimpinan.
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI
]

a. Kepala Sub Bidang
Akuntansi dan Pembinaan

Menyiapkan bahan  perencanaan,

koordinasi, pelaksanaan,
akuntansi dan pembinaan

pelaporan

10.

pernigoordinasian  akuntansi  penerimaan  dan
pengeluaran kas daerah;

pengoordinasian dan penyusunan kebijakan dan
panduan teknis operasional penyelenggaraan
akuntansi pemerintah daerah;

pengoordinasian pembinaan sistem akuntansi!
SKPD, Blud dan PPKD serta penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah;

penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah daerah;
pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
pelaporan pelaksanaan tugas dibidang akuntansi
dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk
pertanggungjawaban dan rencana yvang akan datang;
penganalisisan dan  mempelajari  ketentuan,
peraturan, kebijakan, dan pedoman  yang
berhubungan dengan bidang tugas;

pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan bidang tugas;

penganalisisan dan menginventarisast
permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugas dan menyiapkan pertimbangan
untuk pemecahan masalah;

pemeriksaan dan mengoreksi hasil kerja bawahan
sebelum disampaikan kepada atasan;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

18. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pada Sub Bidang; dan

19. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG
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10.

11.

penganalisisan dan  mempelajari  ketentuan,
peraturan,  kebijakan, dan pedoman  vang
berhubungan dengan bidang tugas;

pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan bidang tugas;

penganalisisan dan menginventarisasi
permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugas dan menyiapkan pertimbangan
untuk pemecahan masalah;

pemeriksaan dan mengoreksi hasil kerja bawahan
sebelum disampaikan kepada atasan;

pengkonsepan  penilaian  kerja  bawahan  di
lingkungan Sub bidang berdasarkan prestasi kerja

vang dicapai sebagai bahan pengajuan sasaran kerja
pegawai negeri sipil; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksaan tugas
bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Melaksanakan, tugas administratif
Pengelolaan Barang Milik Daerah,
dalam hal perencanaan, penyiapan,
identifikasi, koordinasi, pembinaan
pengembangan, pengendalian, urusan
Pemerintah  Daerah di  Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

pengoordinasian  penyusunan  standar  harga
berdasarkan jenis dan tipe barang;

pengoordinasian penyviapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
harang milik daerah;

pengoordinasian pelaksanaan perencanaan
kebutuhan barang milik daerah vyang meliputi;
perencanaan pengadaan, perencanaan
pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan,

perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan
penghapusan barang milik daerah;







